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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan rencana pembangunan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat
dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan
dokumen kebijakan pembangunan, seperti ~ Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,

yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta

rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan
dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan sebagai penjabaran dari perencanaan
pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan, disusunlah Kebijakan
Umum APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) memiliki peran pen.ing dalam siklus
penganggaran pemerintah daerah karena digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam
penyusunan APBD. KUA memuat antara lain:

1) Kondisi makro daerah;

2) Asumsi penyusunan APBD;

3) Kebijakan Pendapatan Daerah;

4) Kebijakan Belanja Daerah;

5) Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkeh konkrit dalam mencapai
target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan

pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyusunan
dokumen ini merupakan kelanjutan sccara berkala dari upaya untuk pencapaian target
Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan
dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui proses identifikasi
potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui proses koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Salatiga.

Hasil dari perencanaan tersebut setiap tahun diimplementasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diawali dengan penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
scbagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
Kota Salatiga Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah,
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu kepada Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Salatiga Tahun 2023, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan dacrah
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD,
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan.
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) juga memperhatikan kebijakan Pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi, untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan
DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA
Tujuan penyusunaa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah:
a. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang selaras dan sinergi dengan RPD Kota Salatiga Periode
Tahun 2023-2026.

b. Menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPD
Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Ta‘un 2023 2



Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD Kota
Salatiga Tahun 2023.

Pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2023.

Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Dasar hukum penyusunan XUA

Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2023 disusun berdasarkan :

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peruturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomo 67 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan
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12.

13,

14,

18.

E9.

20.

) B

22,

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 );

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota
Salatiga Nomor 6 Tahun 2010);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang ’embentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Kota Salatiga Tahun 2023 4




BAB 11
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ckonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu
instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Kerangka ckonomi dan keuangan dacrah menggambarkan secara
umum kondisi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi perekonomian tahun anggaran
berjalan. Pandemi covid-19 secara nyata mempengaruhi perekonomian global, yang
berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Pandemi Covid 19 menyebabkan
tekanan yang cukup berat bagi sistem kesechatan terutama bagi upaya pencegahan
penularan dan menckan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini,
idenfifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan
struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur
ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, danr
transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan,
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan
sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji
laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan
upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target

pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan

pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir
semua aspek kehidupan. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga
terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku
ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan
pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan berdampak sebagai
akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya pensrimaan dan
terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat
rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya
harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan
menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan
volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdamoak pada sasaran
makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi hingga pada

pertumbuhan negatif juga berdampak pada pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah
bersama seluruh stakeholder, termasuk masyarakat telah berhasil mendongkrak
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% (yoy) di tahun 2021. Dengan angka
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pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp. 62,2 juta (atau
setara dengan US$ 4.349.5), lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita
sebelum pandemi vaitu sebesar Rp. 59,3 juta di tahun 2019. Posisi ini merupakan
fondasi awal yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Secara spasial, Pulau Jawa scbagai basis industri dan salah satu Lontributor utama
pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66% (YoY). Perbaikan
ckonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak Triwuian II hingga
Iriwalan IV 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di Triwulan III karena
kemunculan varian Delta. “Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya

aktivitas ckonomi masyarakat, ckonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan

positif di Triwulan IV-021 sebesar 5,02% (YoY).

Dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi Covid-19
juga terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga
(booster) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam
melakukan aktivitas ekonomi pada tahun ini. Pemerintah tetap melanjutkan Program
PEN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 455,6 triliun, dan akan dilakukan front-
loading pada Triwulan I 2022. Front-loading dilakukan di berbagai kebijakan insentif

fiskal dan perlindungan sosial, dan kebijakan ini akan mengamankan momentum

pemulihan ekonomi nasional.

Tahun 2020 Kota Salatiga melakukan upaya pemulihan ekonomi beberapa
program unggulan antara lain melalui peran RT dan RW program Jogo Tonggo sebagai
salah satu bentuk peran masyarakat dan pemerintah dalam bersama sama menurunkan
angka penyebaran Covid-19. Program bedah Warungku adalah program pemberian
diskon dalam bentuk voucher. Program pemberian bantuan bagi warga yang melakukan
isolasi mandiri. Pada Tahun 2022 Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia akan mencapai 4,7-5,5% dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, di dorong
oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang
tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan
investasi. Hal ini terjadi karena adanya prograrn vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi
dan stimulus kebijakan. Kuatnya perekonomian Indonesia di Tahun 2022 dan berlanjut
ke Tahun 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif
cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan
Ekonomi (PEN) yang efektif di Tahun 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan

tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di tahun 2022.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV tahun 2021

secara kumuiatif mencapai 3,32 %. Angka tersebut jauh lebih baik dari tahun

-—w
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sebelumnya yang terpuruk di angka -2,65%. Demikian pula dengan kondisi ekonomi
Salatiga yang diharapkan akan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pertumbuhan
ekonomi Kota Salatiga pada Tahun 2021 mencapai 3,33%, lebih baik jika dibandingkan
dengan Tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar —1,68%. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga yang mengarah pada pertumbuhan yang positif
disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah Kota Salatiga melalui program
Pemulihan Ekonomi dengan mendorong sektor UMKM dengan tetap memperhatian
protokol kesehatan. Alokasi anggaran Kota Salatiga untuk penanganan pemulihan
ckonomi dan pengendalian covid-19 melalui Dana Transfer Umum (DTU) pada tahun
2022 sebesar Rp. 27.395.943.501.- atau 15,50% dari total Dana Transfer Umum (DTU)
Kota Salatiga utamanya untuk dukungan program-program yang ditujukan untuk
pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Alokasi anggaran melalui DTU yang
digunakan untuk dukungan pemulihan ekonomi di Kota Salatiga aaalah sebesar Rp.

2.805.300.000,- dan dukungan untuk perlindungan sosial adalah sebesar Rp.
24.590.643.501,-.

Berdasarkan evaluasi kondisi perckonomian dan keuangan tahun lalu,

pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk

mencapai target kinerju yang telah ditentukan dalain Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah
yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjudi bagian sangat penting, memberikan
fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan
dari sektor sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan
untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan

anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran
berbasis kinerja.
Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun

2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran
yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun

menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota

Salatiga.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perckonomian global yang saat saat ini terdampak dengan adanya
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan

sosial di Kota Salatiga. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah baik pusat maupun
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